PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 3 TAHUN 2003
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT | BANGHALAN NOMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG
PAJAK PEMANFAATAN AIR BAWAH TAMAH DAN
AR PERMUKAAN

® DENGAN RAMMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI [BANGKALAN,

Menimbeng 8. bahwa seeusl ketentuan pasal 2 ayat (1) huruf d Undang-Lindang Nomor
34 Tahun 2000 tentang Perubahan Alss Undang-Undang Nomor 98
Tahun 1897 entang Pajgk Osesh dan Retibusl Daerah dinyataian
Papk Pengambian den Pemenfsatan AF Bawah Tansh dan Ar

Permulkaan merupakan jens pajpk Propiney;
b behwa atas kelsrtuan sebagameana dmaleud pada hundf 8 maka
dipandang pertu mencaiwt Perstuan Deeran Kabupaten Deerah Tingiast
Il Bangialan Nomor 3 Tahun 1868 tentang Pajsk Pamanfaatan Ar Bawah

' Tanah den Air Permubksan, dengan Pormaturan Deeah.

Mengingat " 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1850 tentang Pembantuian Deersh-
aaerah Kabupalen dalam Lingkungan Propns! Jawa Timur Berita Negars
Tahun 1830 Nomor 41},
2 Undsng-Undang Nomor 6 Tahun 1083 tentang Ketentuan Umum Tata
Can Perpajpian (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 48, Tembahan
Lamberan Negara Nomor 3262) sebagaimana teish beberapa kal dubah
terakhir dengon Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (Lerberan
Negara Tahun 2000 Nomor 128, Tambehan Lemberan Negara Nomor
3084},




3 UndangUndang Nomor 18 Tahun 1967 tentmng Pask Daerah dan
Refribusl Daerah {Lembaran Negera Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebegaimana telah dubah dengan
Undang-Undang Nomor 34 Tehun 2000 (Lerbaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lambaran Nega™ Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Perneriniahan Deerah
{Lemrbaran Negaa Tahun 1999 Nomor 80, Tembahan Lembaran MNegars
Nomor 38395,

5 Undang-Undang Nomar 25 Tehun 1999 tentang Penmbangan Keuangan
artara Pemerintah Pusat dan Dserah (LerrDarsn Negars Tehun 1998
Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

§ Peratran Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemenntsh dan Kewenangan Propinsi sebagai Deargh  Otonom
(Lembaran Negaa Tabun 2000 Nomor 54 Tambahan | embaran Negara
Noemor 3952,

7. Peratiran Pemedniah Nomor 20 Tarun 2001 tentang Pembinasn dan
Pengaweasn =83 Fernysienggaraan Pemeritah Deersh (Lemberan
Negas Tarun 2001 Nomor 41 Tambahan Lerbaran Negera Nomor
4080);

8 Persturan Pemennizh Nomor 65 Tahun 2001 isrtang Papk Caersh
(Lembaran Negara Tahtn 2001 Nomor 118, Tambsahan Lembaran Negara
Nomor 4138);

8. Keputuea n Menteri Daiam Negeri dan Otoromi Daerah Nomor 21 Tahun
201 tentang Tekk Pwrryusunan dan Maten Muatan Produl-produk
Hukum Deersh;

10, Keputysan Menteri Daam Negert Nomor 41 Tahun 2001 (entang

Pengawasan Represt! Habijakan Deersh.

Dengan pereatijusn
DEWAN PERWAKILAN RAXYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN

ME MUTUSK AN

Menetapian | PERATURAN DAERAH KABUPATEN  BANGKALAN  TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUFPATEN DAERAH TINGKAT I
BANGKALAN NCMOR 3 TAHUN 1988 TENTANG PAJAK PEMAMNFAATAN
AR BAWAH TANAH DAN AIR PERMUKAAN.




Pasal 1

Mencabut Peraturan Desrah Kabupaten Deerah Tingast | Sangiaian Nomor
49 Tewm 1988 ientang Pajsx Pemanfasan Ar Bawah Tansh dan AF
Permukaan, yang diundangian dalam L embaran Daersh Kebupaten Daarah
Tingkat | Bangalan Tahun 1998 Sen A langgal 7 Seplember 1988 Nomor
34 den disahkan dengen Keputusan Menter Dalam Negerd Republk
Indonesia Nomor 973 35-765 tanggel 27 Agusis 1098

Pasal 2

Peraturan Dssrsh ini mulsl beriaky paca tanggal diundangkan

Ager oatiap omng dapat mengetahuinys, memeriiahkan pengundangan

Persturan Daerah Inl dengan penempatanmya dalam Lemberan Daersh
. Kabupaten Bangkaian

Diunctangikan d Banghatan
aacia tangoed 11 sl 2003




PENLELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGIKALAN
NOMOR § TAHUN 2008
TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH
TINGKAT || BANGKALAN NOMOR 3 TAHUN 1898 TENTANG

PAJAK PEMANFAATAN AR BAWAH TANAH DAN

AIR PERMUKAAN

PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Uindang-Undang (Nomor 34 Tahun 2000 tentang [Perubahan ates
Undang-Undang Nomar 18 Tahun 1897 lerdang Paak Daersh den Retribusl Daerah yang
dtindakianjuti dengan Persturan Pemenntah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Paak Deersh,
maka Pajpk Pengambian dan FPemanfastan Ar Bawsh Tansh dan Ar Penmulaan yang
sermua merupakan jens Papk Kabupaten ymg ieish diatur dengan Pesraisran Deerah
Kabiupaten Deerah Tingkat | Bangkaian Nomor 3 Tahun 1888 tentang Pajak Femanfaatan
Ar Bawsh Tanah dan Ar Fermukasan, sel@eng meniad kewenangan Propins! untuk
mencatLr ¢an memungutnya

Selan|uthya meskipun pemungutan dan pengaturan Pajsk Pengambian dan Pemantaatan
Ar Bawsh Tanah dan Ar Pemmukaan dengan Peraturan Daerah Propinsi némun sesus
ketortuan posd 2A ayd (1) hund ¢ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,
Kabupatenots mash berhak mempercieh begian dan hasi penerimsan Fejsk padng
pacidt 70 % (tugh pulih persen), yang dbagi dengan mempernatian aapek pemerataan
dan potensl Bder dasmn.

Mas das¥ pecimbangan tersabut ditss periu mencabnt Persuan Deersh Kabupeten
Deerah Tingast | Bangialen Nomor 3 Tahun 1908 tentang Paak Pementeatan Ar Bawah
Tanah, dengan Peraturan Deerah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Posal 1 sampai dengan
pasal 2 . Cukup jaias

T ~CASH T e




